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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR I TAHUN zoo, 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAP ATAN DAN BftLANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN zoo, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang a. Bahwa 111uai de°""' onh ktbijokaa umum APBD serta Strategi 
dan Prlorltu · APBD, )'1111 telah dl11pal<III benama anlara 
Pem,rlmah Kola M(uoktrto cltap,i DtWIII Ptrwaldlan Rakyat 
Daerah Kola Mojok,rto pada taaull 16 Dtumber 2004 perlu 
menyusun Anggaran Peadapatan dan Behutja Daerah Tahun 
Anggaran 200,; 

b. Bahwa Anu.= Pendapatan dan Belaaja Daerah Kota 
Mojokerto Tahun Anggano 2005 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan D .. rah; 

Mengingat I. Undang-undang Nomor ·17 .Tahun 1950 tentang Pembentukan 
D .. rah KotaKecil dalam Liugku:igan Propimi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/JawaBarat; 

2. Undang·undang Nomor .12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Ne...-. Tahun 198, Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 33U), 1eb&&&imana telah diubah 
dengan Undans·undaas Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun· 1994 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retributi Daorah (Lembaraa Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah deng,in · UncJans·uadaag Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran NegeraNomor 4048); 

4. 
Undang-undaag Nomor.21 Tahun 1997 teatang Bea Perolehan 
Hak Alu Tanah dan Baaguaao (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambaiwi Lombaraa Negara Nomor 3688) 
seb"89im•n• telah dlubah dtUp,i Undans·undang Nomor 20 
Tahun 2000 (Lembaraa Nea,,n, Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran NepraNomor 3988); .. ·. 

3. 



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan 
Negara yang Ben,ih dan Bebu dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nuional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3952); 

7. Undang•undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaren Negara Nomor 4355); 

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturun Perundang-undangan (Lembaren Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Puoal dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

12. Peratw-an Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Durah Tingkat Il Mojokerto 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nemer 3242); 

13. Peraturun Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20 l, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4165); 

14. Peraturun Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan PertanggungjaWllban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tarnbahan 
Lemb1111111 Negara Nomor 4022); 

15. Peraturun Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4024); 

16. Peraturun Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawahan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 



Menetapkan 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kcdudukan Kcuangan Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tcntang 
Kcdudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4029); 

19. Pera!Uran Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4138); 

20. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

21. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Tahun 
2003 Nomor ¢/E); 

Dengan Persctujuan Bcrsama 

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA 
MOJOKERTO 

dan 
WALJKOTAMOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

Pasal 1 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
2. Belanja 

Surplus/Defis it 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 188.727.614.100,00 
Rp 206.292.614.100,00 

Rp (17.565.000.000,00) 

Rp 17.765.000.000,00 
Rp 200.000.000,00 

Rp 17.565.000.000,00 



PanJ 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum daJam 
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran lil 

4. Lampiran JV 

.S. Lampirau V 

6. Lampiran VJ 

Ringkasan Anggaren Pendapatan 
dan Belaaj&Daerah; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belaaja D .. reh; 

Dafter Rekapitulasi APBD menwut 
Bidang Pemerintahan dan Unit 
Organisasi Pcrangkat Daerah; 

Daflar Jumleh Pegawai per 
Golongan dan per jabaran; 

Daflar Piutang D .. reh; 

Daflar Pinjarnan Deerah: 

7. Lampiran VU Dafter Investasi 
Modal) D .. rah; 

(Pemyertaan 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

Daflar Aktiva Tetap Daerah da.n 

Daflar Dana. Cadangan. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah 
tnl. 

Pasal 4 

Walikota menetapkan Peratw-an tentang Penjebaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 



' 

Pasal 5 

Pcratura.n Derah ini mulai berlaku pada tangge.J diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Perahn.n Oaerah ini dengan pcncmpe.tannya 
dalam Lembaran D .. rah Kota Mojokerto. 

Oitetapkan di Mojokerto 

Pada tanggal 25 Januari 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundanqkan di Mojokerto 

Pada tanggal 25 Januari 2005 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

Drs. SOEBIANTORO. M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 510 035 459 

LEMBARAN OAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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